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ABSTRACT

This study aims to analyze the procedure for collecting Article 22 Income Tax at
PT GFJM, an authorized LPG distributor, with assistance from ADR Consulting
Tax Consultant Office. This study employed a descriptive qualitative method using
observation, interviews, documentation, and literature review as data collection
techniques. The data consisted of primary data obtained through interviews with
the staff of ADR Consulting Tax Consultant Office and secondary data derived from
tax documents and applicable tax regulations. The study was conducted during the
student's internship program to obtain a comprehensive understanding of the
implementation of Article 22 Income Tax collection in business practice.The results
indicate that the Article 22 Income Tax collection procedure has been implemented
in accordance with the prevailing tax regulations, covering the stages of tax object
identification, tax calculation, tax collection, issuance of withholding tax
certificates, and preparation of supporting tax administration documents. In fuel
gas purchase transactions, the Article 22 Income Tax rate applied is 0.3% of the
Tax Base, in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 51
of 2025. The assistance provided by ADR Consulting Tax Consultant Office plays
an important role in ensuring the accuracy of tax calculations, the completeness of
tax administration, and the company's compliance with its tax obligations.Based on
the findings, it can be concluded that the Article 22 Income Tax collection
procedure at PT GFJM has been properly implemented in accordance with the
applicable tax regulations. The implementation of the Coretax system, supported
by professional tax consultant assistance, has enhanced the effectiveness of tax
administration and strengthened the company's compliance with its tax obligations.

Keywords: withholding tax, and consulting.income tax article 22
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RINGKASAN

Laporan Tugas Akhir ini membahas prosedur pemungutan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT GFJM dengan pendampingan Kantor
Konsultan Pajak (KKP) ADR Consulting. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana penerapan mekanisme pemungutan, perhitungan, Penerimaan bukti
pungut, dan Rakapitulasi bukti pungut PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan dilaksanakan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di
KKP ADR Consulting selama 75 hari. Metode yang digunakan bersifat deskriptif
kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara,
dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang dianalisis terdiri atas data primer yang
diperoleh melalui wawancara dengan staf konsultan pajak dan data sekunder berupa
dokumen perpajakan serta peraturan perundang-undangan.

Hasil menunjukkan bahwa PT GFJM sebagai distributor resmi LPG
melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan bakar gas
dari PT PNG. Mekanisme yang diterapkan dimulai dari identifikasi objek pajak,
penentuan pihak pemungut, perhitungan dasar pengenaan pajak, pemungutan,
penerbitan bukti pungut, hingga Rakapitulasi bukti pungut. Seluruh tahapan telah
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025.

Perhitungan PPh Pasal 22 menggunakan tarif 0,3% dari Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada contoh
transaksi pembelian Bahan Bakar Gas dengan DPP sebesar Rp 6.432.434, besarnya
PPh Pasal 22 yang dipungut adalah Rp 19.297, Perhitungan tersebut telah sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penulisan laporan , dapat disimpulkan bahwa prosedur
pemungutan PPh Pasal 22 pada PT GFJM telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku, meliputi tahapan perhitungan, pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan. Peran KKP ADR Consulting juga sangat membantu

perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Penulis
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menyarankan agar perusahaan semakin tertib dalam penyampaian data perpajakan,
KKP terus meningkatkan kompetensi dalam penggunaan Coretax, serta Direktorat
Jenderal Pajak meningkatkan stabilitas sistem Coretax agar proses administrasi
perpajakan dapat berjalan lebih optimal. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas
Nomor 2100/DST/UN25.B2/SP/2026 ,Program Studi Diploma III Perpajakan,
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,

Universitas Jember).
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak
orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun
pajak.terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang dipungut untuk menjamin
optimalisasi penerimaan negara, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22
(Mardiasmo, 2022).

PPh Pasal 22 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena
diterapkan pada kegiatan perdagangan barang, baik melalui impor maupun
transaksi dalam negeri. Mekanisme pemungutan PPh 22 dilakukan oleh pihak-
pihak tertentu seperti bendahara pemerintah, badan usaha milik negara, maupun
perusahaan industri tertentu. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan
pajak serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, khususnya di
sektor perdagangan.

PT GFJM merupakan perusahaan yang bergerak dalam distributor Gas LPG
resmi yang ada di daerah Malang, Perusahaan ini didirikan pada 2012. pada awal
Tahun 2013. PT.GFJM mengembangkan usahanya Pada Tahun 2019 sudah mampu
menjual produk hingga diatas target yang ditentukan oleh PT PNG untuk syarat
menjadi agen resmi langsung untuk memasarkan produk gas elpiji non subsidi
hingga bisa berkompetisi dalam pasar gas elpiji non subsidi untuk wilayah Malang
sekitarnya.

UU Nomor 7 tahun 2021, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah jenis
pemungutan pajak yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang. Pajak ini
akan dipungut oleh PT. PNG, yang kemudian akan meneruskan pembayaran dan
pelaporannya melalui sistem Coretax kepada kas negara, dan disetorkan melalui
Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat banyaknya variasi objek,
pemungut, dan tarif yang berbeda, ketentuan PPh Pasal 22 dianggap lebih kompleks
dibandingkan dengan jenis PPh yang lain. Oleh karena itu, dengan

mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, penulis merasa terdorong untuk



menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul Penetapan judul “Prosedur
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Studi kasus PT GFJM”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah
yang menjadi fokus utama pembahasan ialah bagaimana Prosedur Pemungutan
pajak penghasilan pasal 22 dalam studi kasus PT GFIM ?
1.3 Tujuan Penulisan laporan
Penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara
langsung prosedur pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Kantor
Konsultan Pajak ADR Consulting pada PT GFJM.
1.4 Manfaat Penulisan laporan
Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Bagi Kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati.
Sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam meningkatkan kualitas layanan
kepada klien.
2. Bagi Universitas Jember
Menjadi referensi tambahan dalam studi perpajakan, khususnya terkait
penerapan PPh Pasal 22.
3. Bagi Mahasiswa
Menambah pemahaman praktis mengenai pelaksanaan kewajiban

perpajakan khususnya PPh Pasal 22



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu periode pajak. Pajak
Penghasilan memiliki beberapa jenis pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan
yang berlaku, salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk
pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
orang pribadi.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh
bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,
instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan
dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan
pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau
kegiatan usaha di bidang lain (resmi, 2011).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025), Pajak Penghasilan Pasal 22
merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu,
atau wajib pajak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor, atau kegiatan usaha tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Objek dan tarif

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 Pasal 2 ayat (1) terkait

pemungutan PPh 22, objek PPh Pasal 22 dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Impor barang dan ekspor komoditas

2. Pembelian oleh instansi pemerintah


https://ortax.org/panduan-pph-pasal-22-objek-tarif-dan-administrasinya#pph-22-ekspor-impor
https://ortax.org/ketentuan-pph-pasal-22-bendaharawan-instansi-pemerintah

Pembelian oleh BUMN

Penjualan hasil produksi kepada distributor
Penjualan kendaraan bermotor

Penjualan bahan bakar dan pelumas

Pembelian bahan hasil kehutanan dan perkebunan

Pembelian komoditas tambang dan mineral

xSy kW

Pembelian emas batangan

10. Penjualan barang sangat mewah

Tarif PPh 22 sesuai dengan objek yang dibahas oleh penulis dalam laporan
tugas akhir yaitu penjualan bahan bakar gas oleh produsen kepada distributor.
Sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Pasal 3 ayat 1 huruf C (PMK 51/2025)
Tarif yang dikenakan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari harga pembelian
tidak termasuk Pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai peraturan yang berlaku saat

ini.

2.4 Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Unifikasi

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2020, Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi (BPPU) dididefinisikan sebagai dokumen
dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh
Pemotong/Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan
menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Penerapan Bukti Pemungutan/Pemotongan Unifikasi  melalui coretax
merupakan bagian dari upaya digitalasasi sistem perpajakan di Indonesia. Dengan
adanya sistem unifikasi, segala jenis bukti pemotongan maupun pelaporan

terintegrasi dalam satu wadah sehingga memudahkan proses administrasi.


https://ortax.org/ketentuan-pemungutan-pph-pasal-22-oleh-bumn
https://ortax.org/pemungutan-pph-pasal-22-atas-penjualan-hasil-produksi
https://ortax.org/panduan-pph-pasal-22-objek-tarif-dan-administrasinya#pph-22-kendaraan-bermotor
https://ortax.org/ketentuan-pph-pasal-22-bbm-bbg-dan-pelumas
https://ortax.org/pengenaan-pph-pasal-22-atas-pembelian-bahan-baku-keperluan-industri
https://ortax.org/pengenaan-pph-pasal-22-atas-pembelian-bahan-baku-keperluan-industri
https://ortax.org/tarif-pph-22-emas-batangan-turun
https://ortax.org/tarif-pph-pasal-22-atas-penjualan-barang-yang-tergolong-sangat-mewah

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata
3.1.1 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor
Konsultan Pajak (KKP) ADR Consulting yang beralamatkan di Jl. Raya
Tlogomas No.49, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65144.
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Sebagaimana yang tertera pada surat tugas nomor:
2100/DST/UN25.B2/SP/2026 terkait Pelaksanaan dilakukan selama 75
hari, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2026 s/d 9 Mei 2026 di kantor
Konsultan Pajak (KKP) ADR Consulting. Dalam Praktik Kerja Nyata
(PKN) dilakukan sesuai dengan jam kerja Kantor Konsultan Pajak (KKP)

ADR Consulting:
Hari Jam Kerja Jam Istirahat
Senin — Sabtu 08.00 — 16.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Minggu Libur Libur

Tabel 3.1 Jam kerja Kantor Konsultan Pajak ADR Consulting
(Sumber : KKP ADR Consulting 2026)

3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Kantor Konsultan Pajak
ADR Consulting terkait pemungutan PPh Pasal 22 merupakan bentuk
implementasi dari kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa

Program Studi Diploma III Perpajakan.



3.2 Jenis data

1. Data kuantitatif
Data kuantitatif adalah bentuk data berbentuk angka yang dapat
diukur dan dihitung, seperti pendapatan, umur, atau jumlah produk
mencakup dokumen-dokumen pendukung (Sujarweni, 2022). Seperti
bukti potong PPh Pasal 22, bukti penyetoran pajak melalui sistem billing,

serta dokumen SPT Masa.

2. Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data berbentuk deskripsi atau narasi yang tidak
dapat diukur, seperti opini, narasi, gambar, atau simbol visual lainnya
(Kurniawan dkk. 2023). Data kualitatif berupa deskripsi mendalam
mengenai pelaksanaan pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas

Wajib Pajak Badan yang diperoleh selama kegiatan praktik kerja nyata.
3.2.1 Sumber data

Sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya data dalam suatu
pelaksanaan kegiatan. Sumber data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer
(langsung) dan data sekunder (tidak langsung). dalam buku Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, atau kuesioner
(Sugiyono, 2023). Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan secara
tidak langsung atau didapat melalui sumber — sumber yang telah tersedia, seperti
dokumen, laporan arsip, atau literatur terkait. Dalam penulisan Laporan Tugas
Akhir ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung, sedangkan data
sekunder diperoleh dari dokumen perpajakan serta peraturan per undang —

undangan yang terkait.



3.3 Metode pengumpulan data

1.

Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung
terhadap objek pembahasan untuk mendapatkan data yang relevan menurut
(Sugiyono, 2023). Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, observasi
dilakukan untuk mengamati penerapan PPh Pasal 22 oleh Konsultan Pajak
Ana Dwi Rahmawati.

Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi secara mendalam
mengenai pandangan atau pengalaman responden melalui interaksi secara
langsung, menurut (Romdona, 2025). Dalam penulisan Laporan Tugas
Akhir ini, wawancara dilakukan dengan bu Istriyansah Novitasari S.E
selaku staf karyawan Konsultan Pajak

Dokumentasi

dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan
berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek pembahasan (Abdussamad,
2021), seperti bukti potong PPh Pasal 22, bukti penyetoran pajak melalui ID
Billing, dan dokumen pelaporan SPT Masa.

Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara memahami dan
mempelajari teori — teori dari berbagai literatur yang relevan, menurut
(Adlini, 2022). Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, studi pustaka
mencakup penelusuran literatur yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan

Pasal 22, sistem Coretax, serta peraturan yang berlaku



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Profil kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati

Kantor Konsultan Pajak Pajak Ana Dwi Rahmawati merupakan kantor
konsultan pajak yang berlokasi di Malang sejak 2 September 2019 Pajak Ana Dwi
Rahmawati. Dan telah memiliki izin praktik resmi dari Direktorat Jenderal Pajak
berfokus pada edukasi, solusi perpajakan yang tepat, serta pelayanan prima untuk
hasil maksimal sesuai peratuan. Kantor ini menyediakan berbagai layanan
perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, menawarkan
perencanaan pajak yang efisien, penyusunan SPT akurat, serta pendampingan
sengketa pajak yang profesional. Layanan administrasi pajak memastikan
kelancaran dokumentasi, sementara pendampingan pajak membantu mengatasi

tantangan perpajakan.

A. Visi kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati
e Menjadi Konsultan Pajak Berintegritas, Profesional, Synergy, Pelayanan

Prima dan Kesempurnaan

B. Misi Kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati
e Memberi edukasi perpajakan kepada masyarakat, Memberikan solusi yang
efektif dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Berkomitmen dalam pelayanan dan memberikan hasil yang maksimal.

4.1.2 Gambaran Umum PT GFJM
GFIM berdiri tahun 2021 dan bergerak dalam bidang distribusi LPG 3kg
sebagai agen resmi. Pendistribusian atau penyaluran LPGnya hanya ke Pangkalan
resmi, karena tidak boleh langsung ke sub pangkalan atau end user.
Omset dibawah 4,8M selama satu tahun tetapi sudah PKP, PT GFJM ini merupakan
yang menghubungkan produsen dengan penjual. PT GFJM dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya, khususnya peemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian.



4.1.3 Peranan KKP Ana Dwi Rahmawati dalam Prosedur PPh pasal 22 PT
GFIM

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ana Dwi Rahmawati memiliki peranan
penting dalam membantu PT. GFJM melaksanakan kewajiban perpajakan,
khususnya terkait pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pembelian
Bahan Bakar Gas oleh Produsen pada distributor. Pendampingan tersebut dilakukan
agar pelaksanaan perpajakan perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku. Dalam proses pengelolaan PPh Pasal 22, KKP Ana Dwi Rahmawati
membantu perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak, dan rekapitulasi bukti
Pemungutan untuk pelaporan SPT Tahunan, serta memastikan data yang digunakan
telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu, KKP Ana Dwi Rahmawati
juga membantu PT. GFJM dalam proses Rekapitulasi bukti pemungutan PPh Pasal
22 melalui sistem Coretax. Dengan adanya pendampingan tersebut, perusahaan

dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien.

4.2 Mekanisme pemungutan PPh 22 atas transaksi PT GFIM
4.2.1 Prosedur PPh Pasal 22

PT GFJM

l

PENJUALAN /
TRAMSAKSI

l

OBJEK PPH 22

JIKA YA | JIKA BUKAN

v v

PIHAK PENGUNGUT
PPH 22

TIDAK DIPUNGUT

¥

MENGHITUNG DPP

DAN MENETAPKAN >
TARIF (kepada kas negara)

o| STOR DAN LAPOR .| HKREDIT PAJAK
" PADA SPT

Gambar 4.1 Prosedur pemungutan PPh Pasal 22
(sumber: KKP ADR Consulting)
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Keterangan :

1.

PT GFJM melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan transaksi
pembelian barang sebagai objek PPh 22

Perusahaan melakukan transaksi dengan pelanggan, baik instansi
pemerintah, BUMN, maupun pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut
PPh Pasal 22

Setelah transaksi terjadi, perlu dilakukan pemeriksaan apakah transaksi
tersebut termasuk objek PPh Pasal 22 atau bukan. Objek PPh Pasal 22
ditentukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan mengidentifikasi siapa yang bertindak sebagai pemungut PPh
Pasal 22.

Setelah diketahui transaksi merupakan objek PPh 22, dilakukan perhitungan
dasar pengenaan pajak.

Pihak pemungut wajib Menyetorkan PPh Pasal 22 yang telah dipungut ke
kas negara dan Melaporkan pemungutan tersebut melalui sistem perpajakan
(e-Bupot atau sistem yang berlaku) dengan Menerbitkan Bukti Pemungutan
PPh Pasal 22 kepada PT GFIM

PT GFJM menerima bukti pemungutan dari pemungut pajak dan dapat
direkapitulasi untuk dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan.

Dengan demikian, PPh Pasal 22 yang telah merupakan pajak yang dikenakan

dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh selama tahun berjalan. PPh Pasal 22 BBG bersifat final tidak akan

dihitung lagi di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama dengan

penghasilan lainnya.

4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan Pasal 3 ayat 1 huruf C (PMK 51/2025)

Perhitungan ini akan dikenakan tarif sebesar 0,3% . pada tanggal 11 juni 2025 PT.

GFJM melakukan pembelian barang melalui Pengusaha kena pajak (PKP) yaitu

PT PNG dengan nominal sebesar Rp 6.432.434 maka dari itu rumus untuk

menghitung pajak penghasilan pasal 22 yaitu;
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Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 22

Objek Pajak Tarif Dasar Pengenaan pajak | Rumus PPh Pasal 22
Bahan Bakar Gas | 0,3% Harga Pembelian Tidak | a. Memiliki NPWP
Termasuk PPN

= 0,3% x harga
Pembelian Tidak
termasuk PPN

b. Tidak memiliki
NPWP = 0,6% x
Harga pembelian
tidak  termasuk

PPN

(sumber: PT GFJM)
Rumus untuk menhitung pajak penghasilan pasal 22 yaitu ;
Pajak penghasilan PPh 22 = tarif Pajak penghasilan PPh 22 x Harga beli (tidak
termasuk ppn)

DPP=100/111 X Nilai beli yang termasuk Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN)

Tabel 4.2 Perhitungan Pajak PT GFJM

Diketahui Keterangan/Nilai
Tanggal transaksi 11 Juni 2025
keterangan Bahan Bakar Gas
Nilai termasuk pph yang dikenakan Rp 6.432.434
Dasar pengenaan pajak (DPP) Rp 6.432.434
Tarif PPh pasal 22 0,3

PPH pasal 22 yang dipungut Rp 19.297

0,3 x dpp

0,3 x Rp 6.432.434

(Sumber: data diolah 2025)

Jadi Pajak Penghasilan PPh pasal 22 atas transaksi Penjualan BBG oleh
produsen/importir Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final) sebesar 19.297. dan tarif
yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan
dengan benar.

4.2.3 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi yaitu penjualan

bahan bakar gas oleh produsen kepada distributor merupakan salah satu bentuk
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pemungutan pajak yang dilakukan atas pembayaran pembelian barang kepada
perusahaan rekanan selaku penyedia barang. Sebagai salah satu perusahaan yang
bergerak dibidang Bahan Bakar Gas, PT GFJM sebagai pihak yang dipungut pajak
pada kegiatan tentunya tak lepas dari pungutan PPh Pasal 22 oleh PT PNG

Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dimulai setelah PT PNG menyerahkan
barang kepada PT GFJM dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai dasar
pengajuan pembayaran, yang selanjutnya akan akan dilakukan pengecekan oleh
bendaharawan dari pihak PT PNG sebelum memproses pembayaran atas tagihan.

Selain melakukan perhitungan, bendaharawan PT PNG berkewajiban
menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT GFJM ke kas negara dan
menerbitkan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi (BPPU) PPh Pasal
22 yang dapat digunakan oleh oleh perusahaan sebagai bukti rekapitulasi pajak
dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan. Pajak penghasilan Pasal 22
untuk penjualan bahan bakar gas oleh produsen kepada distributor ini bersifat final
sehingga pajak yang dipungut dibayarkan saat pembelian barang dengan menerima
faktur pembelian. Dengan demikian, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tidak
menambah beban pajak baru bagi perusahaan.

Untuk memastikan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi (BPPU)
yang diterima tersebut dapat diakui di akhir tahun pelaporan SPT Tahunan Badan,
PT GFJM diharuskan untuk melakukan pengelolaan setiap dokumen dengan baik.
Pengelolaan tersebut meliputi beberapa tahapan, mulai dari proses penyerahan
barang dan tukar faktur, penerimaan bukti pungut dari bendaharawan PT PNG,
hingga rekapitulasi bukti pungut. Adapun tahapan tersebut dipaparkan pada gambar
dibawah:

gl A
Penyerahan
e Barang dan 9 I v ; Penerimaan 9 ﬂﬂﬂ Rekapitulasi
w \i Tukar Faktur g Bukti Pungut = @ Bukti Pungut
o ) p—

Gambar 4.2 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22
(Sumber: PT GFJM)
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Keterangan:
a) Setelah Melakukan Perhitungan, PT. PNG selanjutnya membuat bukti

pemungutan.

b) Bukti Pemungutan ini digunakan sebagai bukti pada saat Rekapitulasi bukti
di akhir tahun atas SPT tahunan badan.

¢) PT.GFJM selaku Pihak yang dipungut atas penjualan Bahan Bakar Gas
Kepada PT. PNG

4.2.4 Penerimaan bukti pungut pajak penghasilan pasal 22

Setelah proses penyerahan barang dan tukar faktur selesai dilaksanakan,
bendaharawan PT PNG akan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22
atas transaksi penjualan barang sesuai dengan nominal transaksi. Selanjutnya,
bendaharawan PT PNG akan melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
pada saat pembayaran tagihan kepada PT GFJM. Dalam proses ini, bendaharawan
bertindak sebagai pemungut pajak dengan memotong Pajak Penghasilan Pasal 22
dari jumlah pembayaran yang menjadi objek pemungutan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi
penjualan bahan bakar gas oleh produsen kepada distributor dipungut sebesar O,3%

dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak).



- &%{;&%ﬁ%ﬁmn BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
Q;‘& DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

NOMOR MASA PAJAK SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU  STATUS BUKTI PEMOTONGAN /
PEMUNGUTAN PPh PEMUNGUTAN
e 06-2025 FINAL NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN
A1 NPWP/NK © AREIYIN
A2 NAMA
A3 NOMORIDENTITAS PaSROR0IRL1002, 100

TEMPAT KEGIATAN

USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
B.1  Jenis Fasiltas - Tanpa Fasiltas
B2  JenisPPh:Pasd 2

KODE OBJEK PAJAK OBJEK PAJAK DPP TARIF
(Rp) (%)
83 B4 BS BS
24018 Penjpualan BBG oleh produsenimportir 6432434 03
Kepada SPBUAgen/Penyalur (Final)
B8  Dokumen Dasar Bukt Jenis Dokumen Surat Tagihan Tanggal : 21 Juni 2025
Pemotongan dan/atau
Pemungutan PPh Unifikasi
atau Dasar Pembenian
Fasilitas
B9 Nomor Dokumen ¢
B.10  Untuk Instansi Pemenntah, Pembayaran PPh Menggunakan
:R1} Nomor SPZD
. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh
C1  NPWP/NK 3
C2  NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN N ININTUCIP 2 - OFAATAN MIDLIIY

USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI
C3  NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT LA ra it i

C4  TANGGAL T 21 Juni 025
C5  NAMA PENANDATANGAN
C6  PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan ni saya meny bahwa Bukti P dan/atau P PPh Unifikas: telah
saya isi dengan benar dan telzh saya tandatangan secara elektronk
B ERTENY Sesuar dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan
5 dan/atau f PPh Unifikast ini d ian sah dan tidak tanda tangan basah pada
Er"‘ T Bukt Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikast ini
E LAY
g i lelah e Direiiorat Jendacal Pagak dan telah mamperoleh parsetujuan sesual

Gambar 4.2 Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Unifikasi

(Sumber: PT GFJM)

BPPU

PAJAK PENGHASILAN
(Re)

B7
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Sebagai contoh, pada gambar 4.2 PT GFJM melakukan transaksi Pembelian

barang kepada PT PNG dengan nominal pembelian sebesar Rp 6.432.434 dengan

sistem pembayaran langsung. Atas transaksi tersebut dilakukan pemungutan PPh

Pasal 22 dengan perhitungan sebagai berikut:
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Nilai Barang = Rp. 6.432.434

Tarif PPh Pasal 22 0,3%

PPh Pasal 22 Rp. 6.432.434 x 0,3%
RP. 19.297

Berdasarkan perhitungan tersebut, bendaharawan PT PNG diharuskan
melakukan pungutan PPh Pasal 22 sebesar Rp /9.297 lalu menyetorkannya ke kas
negara. perusahaan akan mendapatkan invoce pembayaran yang memuat informasi
berupa nominal pengadaan, potongan PPh 22, PPN, dan PPnB yang didapatkan

kedudukannya disetaran dengan faktur pajak.

BUKTI TRANSAKSI

Transaksi Sukses

Jenis Transaksi DO P~~~ *=~ - PRODUCT ALLOCATION
Tanggal Transaksi 190y rOy7 1T S
ID Transaksi

Pembuat ) -
Rekening Sumber SEaernrrane® D SFE W 277 X\ GENY
Nomor SA

Nomor DO
Nomor Aplikasi

Detall Pembayaran

Organlsasl Penjualan Total Nett Rp17.281.302
Group Produk 00 - Commeon Division Pajak PPN Rp2122.701
Sold To L x-PRQr2 T Pajak PPh Rp57.891
Jrn BAR ¢ HB ﬁr.ku
Ship To (T.T BT PANs- Pajak PBBKE RpO
PR VAR 2. 0 T
Dibayar Oleh 2 2 5V 0 ER 2 Total Kotor Rp19.461.894
RV o ..i e
Plant P Y e Qopewie Catatan Deblt / Credit
| SR T
Kantor Penjualan = 8 B ALDE e Dl Biaya Admin Rp0O
[ G
Group Penjualan N S|
%l Total Nominal Rp19.461.894
Kanal Distribusi Distributor

A050410301 -
REFILL/ISI LPG
@3KG (NET)

20/06/2025

A050410301 - 1 560 - 20/06/2025
REFILL/ISI LPG
@3KG (NET)

AO050470301 - 1 560 - 21/06/2025
REFILL/ISI LPG
@3KG (NET)

Silakan simpan resi ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

Terima kasih telah bertransaksi menggunakan QLola Internet Banking BRI bila
menemui kendala silakan hubungi kami di 1500001 atau Qlola@bri.co.id

Gambar 4.3 Invoice Pembayaran
(Sumber: PT. GFJM)
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4.2.5 Pelaporan pajak penghasilan pasal 22

Setelah melakukan berbagai prosedur administrasi sebelumnya, tahap
terakhir yang dilakukan yaitu pelaporan pajak . pelaporan pajak penghasilan PPh
22 dilakukan paling lambat 20 bulan berikutnya. Berdasarkan peratuan mentri
keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan
penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan
pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pelaporan pajak bagi instansi
pemerintah. Setelah melakukan berbagai prosedur administrasi sebelumnya, tahap
terakhir yang dilakukan yaitu pelaporan pajak . Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal
22 dilakukan oleh PT PNG selaku pemungut Pajak. Untuk PT GFJM selaku pihak
yang dipungut pph pasal 22 melakukan Pelaporan di SPT tahunan badan dengan
menginput rekapitulasi dari Bupot yang diterbitkan Oleh PT PNG selama 1 tahun
pajak. Pelaporan pada SPT Tahunan Badan dilakukan dengan menggunakan sistem

coretax.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja nyata (PKN) dan data yang didapatkan di KKP
Ana Dwi Rahmawati mengenai prosedur pemungutan pph pasal 22 atas pembelian
BBG dapat ditarik kesimpulan sebagai beriut:

1. Pembelian Bahan Bakar Gas oleh PT GFJM yang nilai objeknya sebedsar
Rp. 19.297 nantinya akan dibayar dan dilaporkan melalui oleh PT PNG
selaku pemungut pajak ke kas negara dan storkan melalui bank.

2. Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 pasa PT GFJM terjadi karena adanya
pembelian Bahan Bakar Gas di PT PNG. Prosedur dan mekanisme
pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sudah cukup baik sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku dengan meliputi perhitungan ,

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dengan pmk no 41/pmk.010.2022

5.2 Saran

PT. GFJM Berdasarkan hasil Pelaksaan praktik kerja nyata , diketahui bahwa
prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk
tetap mempertahankan konsistensi dalam pelaksanaan setiap tahapan prosedur
tersebut serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap perubahan peraturan
perpajakan. Selain itu, perusahaan juga perlu terus meningkatkan kompetensi
sumber daya manusia melalui pelatihan atau sosialisasi perpajakan agar kepatuhan
yang telah dicapai dapat dipertahankan dan meminimalkan potensi kesalahan

administrasi di masa mendatang.
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Lampiran 5. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

NO Waktu Pelaksanaan  Uraian Kegiatan Praktik Hasil Kegiatan
dan Penanggung Kerja Nyata Praktik Kerja Nyata
Jawab
(a) (b) (c) (d)

1 Senin,12 Januari 2026 a. Perkenalan dengan a. Memahami struktur
Stat KKP  ADR karyawan di KKP ADR organisasi dan
Consulting Consulting. lingkungan kerja di

b. Rekap rekening koran Kantor Konsultan
klien  KKP  ADR Pajak ADR
Consulting Consulting

. Menghasilkan data
mutasi rekening
yang digunakan
sebagai bahan
analisis dan
pelaporan pajak.

2 Selasa, 13 Januari 2026 a. 1. Rekap mutasi Bank a. Transaksi  mutasi
Staf  KKP ADR BCA Kecil WMP bank BCA kecil dari
Consulting b. Rekap rekening koran bulan agustus

sampal dengan
desember

b. Transaksi  mutasi
Bank BCA di bulan
juni dan juli sudah
sesuai

3 Rabu, 14 januari 2026 a. Membuat jurnal a. Jurnal umum

Staf KKP

Consulting

ADR

umum bulan desember

bulan desember

b. Cek Buku Besar
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Kamis, 15 januari 2026
Staf KKP  ADR

Consulting

a. Mencari selisih rekap
piutang dan utang
b. Cek buku besar dan

neraca saldo

a.Mencari  selisih
dari rekap piutang
dan utang dengan
mencocokkan

nominal yang ada di
rekap dengan jurnal
dan buku besar

b. Cek buku besar

dan neraca saldo

apakah sudah sesuai

Jumat,16 januari 2026

LIBUR ISRA ‘MIRAJ

Sabtu,17 januari 2026
Staf KKP  ADR

a. Menyelesaikan

neraca saldo yang

a. Neraca saldo

sudah balance

Consulting belum balance namun masih harus
b.  Mengisi  jurnal diperika ulang
penyesuaian b.Jurnal

penyesuaian

Senin,19 januari 2026 a. Cek ulang a. Selesi

Staf  KKP ADR kesesuaian nominal

Consulting pembayaran siswa

dengan data "Siswa
Pemula"

b. Cek wulang nama
akun pada setiap
transaksi di mutasi
kas

Selasa, 20 Januari 2026 a. Menyesuaikan saldo a. Jurnal

Staf  KKP ADR pada neraca dengan penyesuaian

Consulting untuk beban
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saldo akhir kas dan

sewa, ayat

Bank Mandiri silang, dan uang
. Membuat Jurnal muka PPh masih
Penyesuaian belum selesai
9 Rabu, 21 Januari 2026 a. Melanjutkan
Stat KKP  ADR membuat jurnal
Consulting penyesuaian
10 Kamis, 22 Januari rekap buku faktur rekap bulan
2026 dan incaso RSJIM september dan
Staf KKP  ADR . cek ulang seluruh oktober
Consulting bulan . croscek lagi
rekap perhitungan untuk  seluruh
buku faktur apakah bulan yang
sesuai incaso sudah direkap
11 Jum'at, 23 Januari 2026 rekap buku faktur rekap bulan
Stat KKP  ADR dan incaso RSJM november
Consulting bulan November . input
. rekap PPh 21 perhitungan dan
kopegtel pph 21 kopegtel
12 Sabtu, 24 Januari 2026 rekap PPh 21 menginput pph
Stat KKP  ADR kopegtel 21 kopegtel
Consulting . input perhitungan . kroscek lagi
kopegtel 2025 bulan bulan
yang sudah di
input
13 Senin, 26 Januari 2026 rekap pph 21 Revisi  ulang

Stat KKP  ADR

Consulting

kopegtel

. input perhitungan

kopegtel 2025

tabel

. priksa kode

kode yang ada
di spt induk dan



27

priksa
bagian PK PM

ulang

untuk transaksi

dengan  kode
02- 06
c. priksa  bagian

spt induk untuk

bagian LILIII
14 Selasa, 27 Januari 2026 Cek wulang nama
Staf  KKP ADR akun
Consulting . Mencari selisih
nominal pada ayat
silang
15 Rabu, 28 Januari 2026 Rekap piutang a. Merekap piutang
Staf  KKP ADR WMP Bulan customer WMP
Consulting Januari - Desember bulan Januari —
Desember
16 Kamis, 29 Januari Melanjutkan rekap a. Merekap
2026 Staf KKP ADR piutang WMP piutang
Consulting Bulan Oktober - customer WMP
Desember bulan Oktober -
Desember
17 Jum'at, 30 Januari 2026 rekap kas keluar a. Mencatat tgl,

Stat KKP  ADR

Consulting

keterangan, dan
nominal pada
pencatatan kas

keluar

18

Sabtu, 31 Januari 2026

LIBUR
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19 Senin, 02 Februari a. coretax SPT SELESAI
2026 Staf KKP ADR Tahunan OP
Consulting
20 Selasa, 03 Februari a. CEK Mutasi cek muasi dan
2026 Staf KKP ADR rekening bank input di excel
Consulting januari - Desember
2025
21 Rabu, 04 Februari a. perhitungan PPN Perhitungan
2026 Staf KKP ADR KOPEGTEL 2025 kopegtel 2025
Consulting januari —
desember
22 Kamis, 05 Februari a. perhitungan PPN lanjutkan
2026 Statf KKP ADR KOPEGTEL 2025 Perhitungan
Consulting kopegtel 2025
januari —
desember
23 Jumat, 06 Februari a. perhitungan PPH Koreksi ulang
2026 Staf KKP ADR UNIFIKASI dan tata ulang
Consulting b. perhitungan PPH tabel terkait
21 PPH unifikasi
. koreksi  ulang
bulan bulan dan
bandingkan
dengan
lampiran  dan
SPT
24 Sabtu, 07 Februari a. perhitunngan PPH koreksi  ualng

2026 Staf KKP ADR

Consulting

21

bulan bulan

sebelumnya
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. periksa  bulan

bulan  dengan

penghasilan
ganda
25 Senin, 09 Februari . perhitungan PPH menyelesaikan
2026 Staf KKP ADR 21 dan  menaruh
Consulting . Perhitungan PPH tanggal
UNIFIKASI transaksi  dan
. perhitungan PPN bank
. menyelesaikan
dan  menaruh
tanggal
transaksi  dan
bank
26 Selasa, 10 Februari menandai akun . menandai akun
2026 Staf KKP ADR yang berkaitan yang berkaitan
Consulting (AYAT SILANG) (AYAT
SILANG)
27 Rabu, 11 Februari Scedule Rekap scadule
2026 Staf KKP ADR Pembayaran Kredit
Consulting Investasi
Refinancial
28 Kamis, 12 Februari cek ulang Seluruh cek ulang
2026 Staf KKP ADR perhitungan
Consulting
29 Jumat, 13 Februari cek ulang Seluruh lanjut cek ulang

2026 Staf KKP ADR

Consulting

perhitungan

bulan

selanjutanya
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30 Sabtu, 14 Februari Scan dokumen DBI a. Scan untuk
2026 Staf KKP ADR arsip
Consulting

31 Senin, 16 Februari Scan dokumen DBI a. Scan untuk
2026 Staf KKP ADR arsip
Consulting

32 Selasa, 17 Februari Scan dokumen DBI a. Scan untuk
2026 Staf KKP ADR arsip
Consulting

33 Rabu, 18 Februari Scan dokumen DBI b. Scan untuk
2026 Staf KKP ADR arsip
Consulting

34 Kamis, 19 Februari LIBUR RAMADHAN
2026

35 Jumat, 20 Februari Membuat mutasi
2026 Staf KKP ADR kas dan bank MGA
Consulting . Membuat  jurnal

umum

36 Sabtu, 21 Februari mukasi rekening a. mutasi rekening
2026 Staf KKP ADR mandiri  bulan
Consulting januari

37 Senin, 23 Februari mukasi rekening a. pindah
2026 Staf KKP ADR pengeluaran dan
Consulting pendapatan ke

rekening

38 Selasa, 24 Februari cek mutasi a. pindah
2026 Staf KKP ADR rekening pengeluaran dan

Consulting

pendapatan ke

rekening
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39 Rabu, 25 Februari cek mutasi input
2026 Staf KKP ADR rekening dan input pendapatan dan
Consulting kas pengeluaran di

kas

40 Kamis, 26 Februari cek ualng input kas cek ualng input
2026 Staf KKP ADR kas
Consulting

41 Jum'at, 27 Februari cek ulang cek ulang
2026 Staf KKP ADR kekurangan kas kekurangan kas
Consulting . input coa . input coa

42 Sabtu, 28 Februari LIBUR
2026

43  Senin, 02 Maret 2026 cek ulang Ipk bulan tetep  croscek
Stat KKP  ADR januari yang kurang
Consulting . input bulan feb . input rekening

bank bulan feb

44  Selasa, 03 Maret 2026 input dan cek ulang
Staf  KKP ADR mutasi bank
Consulting

45 Rabu, 04 Maret 2026 input mutasi kas selesai
Staf KKP  ADR dan cek
Consulting pengeluaran Ipk

46 Kamis, 05 Maret 2026 rekap bpjs can cek rekap bpjs bulan
Staf KKP  ADR bulan januari LPK januari dan
Consulting februaroi

47 Jum'at, 06 Maret 2026 rekap perhitungan rekap
Stat KKP  ADR LPK penghasilan

Consulting

setiap karyawan
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48 Sabtu, 07 Maret 2026 rekap perhitungan rekap
Staf KKP  ADR pph bulan februari perhitungan
Consulting bulan febriari
49 Senin, 09 Maret 2026 Merekap  mutasi Membuat
Staf KKP  ADR bank KI AGUS mutasi BCA
Consulting . Mengisi COA bulan
bulan November- November
Desember sampai
Desember
. Mengisi COA
50 Selasa, 10 Maret 2026 Melanjutkan Melanjutkan
Stat KKP  ADR mengisi COA bulan mengisi COA
Consulting November- bulan
Desember November-
Desember
51 Rabu, 11 Maret 2026 Melanjutkan Melanjutkan
Staf  KKP ADR mengisi COA mengisi COA
Consulting
52 Kamis, 12 Maret 2026 Menyesuaikan Selesai
Staf  KKP ADR nominal dan akun
Consulting yang ada di Kas
RE, KR, dan
rekening koran STJ
53  Jumat, 13 Maret 2026 Menyesuaikan
Stat KKP  ADR nama akun pada
Consulting beberapa transaksi
54 Sabtu,14 Maret - LIBUR LEBARAN
Minggu 29 Maret 2026
55 Senin, 30 Maret 2026 IZIN
56 Selasa,31 Maret 2026 IZIN
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57 Rabu, 01 April 2026 Mengklasifikasikan SELESAI
Staf  KKP ADR nama barang ke
Consulting dalam barang jadi
atau barang dalam
proses
58 Kamis, 02 April 2026 Input jenis Selesai, terdapat
Stat KKP  ADR transaksi dari faktur 2 faktur yang
Consulting pajak tidak ada
datanya
59 Jumat, 03 April 2026 Ekualisasi  rekap Masih terdapat
Staf  KKP ADR gaji PPh 21 dengan selisth  antara
Consulting Buku Besar nominal BB
60 Sabtu, 04 April 2026 Melanjutkan Selesai
Stat KKP  ADR ekualisasi  rekap
Consulting gaji PPh 21 dengan
Buku Besar IML
61 Senin, 06 April 2026 perhitungan TMT koreksi mutasi
Stat KKP  ADR kas bulan
Consulting februari
62 Selasa, 07 April 2026 perhitungan TMT lanjutkan
Stat KKP  ADR koreksi mutasi
Consulting kas
63 Rabu, 08 April 2026 perhitungan TMT lanjutkan
Staf KKP  ADR koreksi mutasi
Consulting kas
64 Kamis, 09 April 2026 Rekap mutasi bank

Stat KKP  ADR

Consulting

dan jurnal umum
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65

Jumat, 10 April 2026
Stat KKP  ADR

Consulting

Scan SPT Tahunan
Pak Ivan

SELESAI

66

Sabtu, 11 April 2026
Stat KKP  ADR

Consulting

Rekap penyusutan
2025.

SELESAI

67

Senin, 13 April 2026
Stat  KKP  ADR

Consulting

kas tmt bulan maret

2026

koreksi mutasi

kas bulan maret

68

Selasa, 14 April 2026
Staf  KKP ADR

Consulting

Melanjutkan input
penyusutan aset

tetap

SELESI

69

Rabu, 15 April 2026
Staf KKP  ADR

Consulting

kas tmt bulan maret

2026

koreksi mutasi

kas bulan maret

70

Kamis, 16 April 2026
Stat KKP  ADR

Consulting

Melanjutkan
ekualisasi transaksi
pada mutasi kas

dan bank

71

Jumat, 17 April 2026
Staf KKP  ADR

Consulting

kas tmt bulan maret

2026

cek ulang kas

72

Sabtu, 18 April 2026
Stat KKP  ADR

Consulting

Melanjutkan
ekualisasi transaksi
pada mutasi kas

dan bank

73

Senin, 20 April 2026
Stat KKP  ADR

Consulting

Membuat rekap
dari buku besar

WMP

Selesai
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74  Selasa, 21 April 2026 Cek nota transaksi
Staf  KKP ADR AB Indonesia
Consulting

75 Rabu, 22 April 2026 Cek nota transaksi Selesai
Staf  KKP ADR AB Indonesia
Consulting

76  Kamis, 23 April 2026 Cek pembayaran Selesai,

Staf KKP  ADR STJ berasal dari pembayaran
Consulting aplikasi mana melalui fastpay
. Mencocokkan banyak  yang
perhitungan jumlah selisih
komisinya dalam Selesai, komisi
periode satu bulan dari traveloka di
bulan Maret.

77 Jumat, 24 April 2026 Cek pembayaran Cek
Stat KKP  ADR STJ (AYAT pembayaran
Consulting SILANG) STJ (AYAT

SILANG)

78 Sabtu, 25 April 2026 Cek rekap Belum selesai,
Staf  KKP ADR pembelian dan beberapa
Consulting mencocokkannya nominal

dengan faktur terdapat selisih
pembayaran akibat adanya
pembulatan

79  Senin, 27 April 2026 Cek rekap Selesai, tetapi
Staf  KKP ADR pembelian dan banyak  rekap
Consulting mencocokkannya pembelian yang

dengan faktur belum  cocok
pembayaran dengan  faktur

pembelian,
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80 Selasa, 28 April 2026 = Mengerjakan laporan magang
81 Rabu, 29 April 2026 a. Cek nota transaksi
Staf KKP  ADR AB Indonesia
Consulting
82 Kamis, 30 April 2026 a. Cek nota transaksi Selesai
Staf KKP  ADR AB Indonesia
Consulting
83  Jumat, 01 Mei 2026 LIBUR
85 Senin, 04 Mei 2026 a. Input invoice Input untuk pph
Stat  KKP  ADR 22
Consulting
86 Selasa, 05 Mei 2026 a. Mutasi bank Input gaji
Staf  KKP ADR b. input gaji karyawan krayawan tetan
Consulting dam membuat bukti dan tidak tetap
potongnya (sopir) serta
membuat bukti
potong pph
2Inya.
87 Rabu, 06 Mei 2026 a. Input perhitungan Perhitungan pph
Stat KKP  ADR 22
Consulting
88 Kamis, 07 Mei 2026 a. Mengisi Membuat data
Staf  KKP ADR penyusutan aktiva penyusutan
Consulting tetap GFIM aktiva
89 Jumat, 08 Mei 2026 a. Cek transaksi Cek pph
Staf KKP  ADR b. Membuat unifkasi
Consulting perhitungan pph 22 . Input pph 22
90 Sabtu, 09 Mei 2026 a. Cek nota transaksi Selesai dan
Staf KKP  ADR AB Indonesia berpamitan

Consulting
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Lampiran 6. Daily Transkip Wawancara

Hari/Tanggal
Narasumber
Tempat
Topik

: 9 Mei 2026
: Kak Shofi ( Staf KKP )
: Kantor Konsultan Pajak Ana Dwi Rahmawati

: Prosedur Perhitungan Pemungutan PPh Pasal 22 pada PT GFIM

Penanya

Mbak, saya ingin menanyakan terkait data yang akan digunakan
dalam Tugas Akhir mengenai penerapan PPh Pasal 22.

Perusahaan mana yang dapat dijadikan objek penulisan laporan?

Narasumber

Data dapat menggunakan Prosedur Perhitungan Pemungutan
PPh Pasal 22 pada PT GFJM sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

penanya

Mbak dalam proses untuk ketentuan pajak pph 22 apa saja yang
harus dilakukan pada PT GFIM ?

Narasumber

proses pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh pihak
pemungut terhadap PT GFJMtelah sesuai dengan ketentuan
perpajakan, mulai dari perhitungan, pemungutan, penyetoran,

hingga pelaporannya.

Penanya

Tahapan apa saja yang dilakukan perusahaan dalam

melaksanakan kewajiban PPh Pasal 227

Narasumber

Tahapan dimulai dari perhitungan PPh Pasal 22, pembuatan
bukti potong, membuat konsep SPT Masa, pembuatan kode
billing, pembayaran pajak, pelaporan SPT Masa, dan penerbitan
Bukti Penerimaan Elektronik sebagai bukti bahwa pelaporan

telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak

Penanya

Mbak untuk dokumen yang akan disiapkan kira kira apa aja ya ?

Narasumber

Dokumen yang bisa disiapkan yaitu ;

Bukti Pungut PPh Pasal 22,Bukti setor pajak (NTPN/e-Billing),
SPT Masa PPh Pasal 22.Bukti
(BPE).dan bukti pembayaran

Penerimaan Elektronik
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Penanya Apakah tahapan tersebut dapat dibuat dalam bentuk flowchart
pada laporan?
Narasumber | Iyaa. Flowchart dapat menggambarkan alur mulai dari

perhiutngan PPh Pasal 21, pembuatan Bupot, pelaporan,
pembayaran pajak, hingga diterbitkannya BPE.




Lampiran 7. Penilaian Praktik Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. (1331-335586, 331342 Fax. 0031-335586 Jember 68121
Laman: www fisip.unejac.id

NILAI PRAKTIK KERJA KERJA (MAGANG)

PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN prery HURUF

1 |Penguasaan Materi Tugas %0 %
2 |Kemampuan / Kerjasama s AB
3 |Etika qq b
4 |Disiplin 1 ’
NILAI RATA - RATA t*‘ln,; &

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama :.SF.*P....A.'.‘C”F.. SO
NIM L BROGORIC T Y
Jurusan : limu Administrasi

Program Studi : Diploma 3 Perpajakan

Yang menilai :
Nama : IS*"‘EW\M'\ I ND“*“"(" SE ................................
Jabatan . Seolor  Combolfan T T
Instansi MR Confolfteg................ ...
Tanggal b SRID s OO .53 G 50 S0 v e
Tanda Tangan :
PEDOMAN PENILAIAN :
NO. | HURUF | ANGKA |  KRITERIA

1 A 280  |ISTIMEWA

2 AB |75 5 AB < 80 |SANGAT BAIK

3 B [70sB<75 [BAK

4 BC [65sBC <70 [CUKUP BAIK

5 C [s0sC<65 |CUKUP

6 CD |s6sCD<60 |

7 D [50sD<55 i

8 DE |45 s DE < 60

- 5 - ﬂsmem KURANG




Lampiran 8. Dokumentas Praktik Kerja Lapang
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Lampiran 9. Bukti Pemotongan atau pemungutan PPh Unifikasi

KEMENTERIAN KEUANGAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR BPPU
NOMOR MASA PAJAK SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU ~ STATUS BUKTI PEMOTONGAN /
PEMUNGUTAN PPh PEMUNGUTAN
s 06-2025 FINAL NORMAL
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN
A1l NPWP/NK BEENYIS dan
A2 NAMA
A3 NOMORIDENTITAS masaaSacaRC BT IR
TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU)
B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
B1  Jenss Fasiltas : Tanpa Fasiitas
B2  JensPPh: Pasd 22
KODE OBJEK PAJAK OBJEK PAJAK DPP TARIF PAJAK PENGHASILAN
(Rp) (%) (Rp)
B3 B4 BS BS B7
24010 Penpaan BBG oleh produsenfimportir 6432434 03 1907
Kepada SPBU/Ager/Penyalur (Final)
B8  Dokumen Dasar Bukt Jenis Dokumen Suat Taghan Tanggal : 21 Juni 2025
Pemotongan dan/atau
Pemungutan PPh Unifikasi
atau Dasar Pembenan
Fasiltas
B9 Nomor Dokumen £

B.10  Untuk Instansi Pemenntah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B1 Nomor SP2D

IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C1  NPWP/NK

C2  NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI

C3  NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT
PPh

C4  TANGGAL
C5  NAMAPENANDATANGAN
C6  PERNYATAAN WAJIB PAJAX

292 ININTUCIR 12 - OIS MIDLIYY
fLI s e

o 21 Juni 025

Dengan ni saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah
saya isi dengan benar dan teleh saya tandatangans secara elektronk

Sesua dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Paak mengatur bahwa Bukti Pemotongan
dan/atau P PPh Unsfikast ni dinyatakan sah dan tidak diperiukan tanda tangan basah pada
Bukb Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikas ni

g i elah diapork an ke Direiktorat Jenderal Pagk dan telah memperoleh parsetujuan sesual
e
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Lampiran 10. Peraturan Mentri Keunagan No 34/PMK.010/2017

MENTER] KEUAMNGAM
REPUELIK INDONESIA

BALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PE.020/2007
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
FEMBAYARAN ATAS FENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : &  bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan
tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22
telah diatur dalam Peraturan Mentéri Kevangan Nomor
154 /PMKE 0372010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungsn dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang [Impor
atau Kegiatan Ussha di Bidang Lain schagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Momor 16/PME.GLI0/2016 tentang Perubahan
Helima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PME_03/2010  temtang  Pemungutan — Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran
atag Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

b. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan
atahilisasi hargs pangan, menjaga ketersediaan bahan
baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan
ckspor mineral dan batuhara, serta menyelarashkan ketentuan

tﬂmﬁi.jdih.kemenkeuéwﬁ }
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FPasal 1

Femungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

Undang-Undang Momor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan scbagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan ljndaILg-Unl:l.ung Nomaor 36 Tahun 2008

tentang Perubahan I{n:mpa.t atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:

a. Bank Devisa dan DMrektorat Jenderal Bea dan Cukad
atas:

impor barang: dan

2. ekspor komeditas tambang batubara, mineral
logam, dan mineral bukan logam vang
dilakukan olch cksportir, kecuall  vang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam
perjanjian kerjasama pengusahaan
pertambangan dan Kontrak Karya.

b. bendahara  pemerintah ® dan Kuasa Pengguna
Anggaran [KPA] scbagal pemungut pajak pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atan
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara
lainnya berkenaan  dengan  pembayaran atas
pembelian barang:

c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan
pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan
dengan mekanisme vang persediaan (UF): -

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA] atau pejabat
penerbit Surat Perintah  Membayar yvang dibed
delegasi olch Kuasa Pengpuna Anggaran (KFPA),
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang kepada pihak ketiga vang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS);

c. badan usaha tertentu meliputd:

1. Badan Usaha Milik Negara. yaitu badan usaha
vang scluruh atau schaglan besar modalnya
dimiliki oleh negara melalul penyertaan sccara
langsung vang berasal dan kekayvaan III:E{EIIE.
vang dipisahkan;

www.jdih. kemenkeu.go.id >J
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2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara
yang merupakan hasil dari restrukiurisasi vang
dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi
tersebut dilakukan melalui pengalihan saham
milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara
lainnya; dan

3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara
langsung olch Badan Usaha Milik Negam,
meliputi FT Pupuk Sdwidjaja Palembang, PT
Petroldmia Gresik, PT Pupuk Kujang. PT Pupuk
Kalimantan Timur, FT Pupuk Iskandar Muda,
FT Telekomundkasi Selular, FT Indonesia Power,
FT Pembangkitan Jawa-Ball, FT Semen Padang,
FT Semen Tonasa, FT Elnusa Thk. FT Krakatan
Wajatama, FT Hajawall Nusindo, FT Wijaya
Karya Beton Thk, FT Kimia Farma Apotelk, PT
Kimia Farma Trading & Distribution, FT Badak
Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah,
FT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia
Comnets Flus, PT Bank Syariah Mandirl, PT
Bank BRISyariah, dan FT Bank BENI Syariah,

berkenaan  dengan  pembayaran atas  pembelian

barang dan/atau bahan-bahan untuk kepeduan
keglatan usaharnya;

badan usaha vang bergerak dalam bidang usaha

industri semen, industrl kertas. industrl baja,

industri otomotif. dan industri farmasl, atas

penjualan hasil produksinya kepada distributor di

dalam negert; .

Agen Tunggal Pemegang Merck [ATPM), Agen

Pemegang Merck [APM], dan importr wmuam

kendaraan  bermotor, atas penjualan  kendaraan

bermotor di dalam negert;

produsen atan importir bahan bakar minyak, bahan

bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan

bakar minyak. bahan bakar gas, dan pelumas:

xuwmw.jdih.kemenkeu.gu.iI:I)
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(1

Izin usaha pertambangan schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan  peraturan  perundang-undangan di  bidang
pertambangan mineral dan batubara. )

Pasal 2

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

ditetapkan sebagal berikut:

a. Untuk pemungutan yvang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukal atas:

1. impor:

a)

b)

barang tertentu scbagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan baglan
tidak terpisahkan darl Peraturan Menteri
ini, dan barang kiriman sampal batas
jumlah terteniu yang dikepal bea masuk
dengan tarif pembebanan tunggal sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang kepabeanan, sebesar 10% (scpulub
persen)] dard nilal impor dengan atau tanpa
menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
barang tertcntu  lainnya schagalmana
tercantum  dalam  Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dard
Peraturan Menterl ind, sebesar 7,5% (tujuh
koma lima persen) dar nilai impor dengan
atau tanpa menggunakan Angka Pengenal
Impor [API);

barang berupa kedelal, gandum, dan
tepung  terigu  scbagaimana  tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan
baglan tidak terpisahlkan dar Peraturan
Menteri ini, sebesar 0.5% (nol koma lima
persen]  dari  nilal impor  dengan
mengunakan Angka Pengenal Impor htf'l];

46
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dl barang sclain  barang  scbagaimana
dimaksud pada huruf al, huraf b), dan

huruf ¢ wyang menggunakan Angka
Pengenal Impor [(API). sebesar 2.5% [dua
koma lima persen) dar nilal impor;

¢] barang schagaimana dimaksud pada huruf

c) dan huruf d] yang tidak menggunakan
Angka Pengenal Impor (API), scbesar 7,5%
(tujuh koma lima persen) dard ndlal impor;
dan/atau;

¢] barang yvang tidak dikuasail, scbesar 7.5%

(fujuh koma lma persen) dard harga jual
lelang.

" 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral
logam, dan mineral bukan logam, sesual uraian
barang dan pos tarlff Harmonized System (HS]
stbagaimana tercantum dalam Lampiran [V
yang merupakan baglan tidak terpisahkan dard
Peraturan Menteri ind, oleh eksportir kecuali
yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat
dalam perjanjlan  kerjasama pengusabaamn
pertambangan dan Kontrak Karya, schesar
1,5% [satu koma lima persen) dan nilal ekspor
sthagaimana tercantum dalam Pemberitabuan
Fabean Ekspor.

Atas pombelian barang schagaimana  dimaksud
dalam Fasal 1 ayat (1) huruf b. huruf ¢, huruf d, dan
pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk
keperluan kegiatan usaha schbagaimana dimaksud
dalam Fasal 1 ayat (1] huruf e, sebesar 1.5% [satu
koma lima persen) dard herga pembelian tdak
termasuk Pajak Pertambahan Nilad.

 Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar

gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan
bakar minyvak, bahan bakar gas., dan pelumas
adalah sebagai berikui:

www.]dih. kemenkeu.go.id J’



48

Lampiran 11. UU Nomor 7 Tahun 1983

PRESIDEM
REPUBLIK INDOMESLA

UNDANG-UNDANG REPUBLIE INDONESIA
NOMOR 7 TRHUN 1583
TENTANG
PRAJLAF. PENGHASILAN

DENGAN BLAFHMAT TUHAN YANG MAHE ESR

Presidsn Republik Indonssia,

Menimbang : &. bahwa Negara Republik Indonesia adalah
negara hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 vang menjunjung
tinggi hak dan kewajiban warga negara,
karsna itu perpajakan ssbagai =alah satu
perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan
sarana peran serta dalam pembilayaan negara
dan pembangunan nasional;

b. bahwa =sistem perpajakan vyang merupakan
dasar pelaksanzan pemungutan pajak negara
yang sslama ini berlaku, tidak sssuai lagi
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan
kehidupan sosial masyarakat Indonessia, baik
dalam segi ksgotongroyongan nasional maupun
dalam menunjang pembiayaan pembangunan;

c. bahwa sistem perpajakan yang tertuang dalam
ketentuan peraturan perundang-—undangan
perpajakan vang s=selama ini berlaku bkelum
sepenuhnya dapat menggsrakkan peran serta
semua lapisan subysk pajak dalam
peningkatan penerimaan negara vang sangat
diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan
peningkatan pemkangunan dalam rangka
mempsrkokoh ketahanan nasional:

d. bahwa pajak merupazkan =salah =atu sumber
penerimaan negara yang harus berkembang dan
meningkat, sesual dengan perkembangan
kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan
nasicnal;

c. bahwa sistem dan peraturan perundang-
undangan perpajakan vang merupakan landasan
pelaksanaan pemungutan pajak negara yang
selama 1ini berlaku perlu diperbaharuil dan
disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-—
Undang Dasar 1945;



Pajak
persecrangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau diperclehnya selama satu tahun pajak.
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PRESIDEN
REPUBLIK IMNCDMNESLA,

BRAE I
EETENTURN TUMUM
Faszal 1
Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi ataun

BRB IT

SUBYEE PRJAK
Fa=sal Z

Yang meniadi Subyek Pajak adalah:

a.

1} orang pribkadi atau persecrangan;

2} warisan vang belum terbagi sebagal suatu
kesatuan, menggantikan yang berhal;

badan Fang terdiri dari pEISSrXroan terbatas,

perseroan komanditer, kadan usaha milik negara dan
dasrah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, persercan atau perkumpulan lainnya,
firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau
lembaga, dan bentuk usaha tetap.

Subkyek Pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan
Subwvelk Pajak luar negeri.

Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak dalam negeri
adalah:

a. orang
orang vang berada di Indonesia lebih dari 183
[seratus delapan puluh tigal hari dalam jangka waktu
dua belas bulanm atau orang vyang dalam suatu tahun
pajak berada di Indomesia dan mempunyal niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia;

badan vwang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia;

bentuk usaha tetap yaitu |bentuk usaha, yang
dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha sescara
teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan
vang tidak didirikan atau tidak bkertempat kedudukan
di Indonesia, vwyang dapat berupa tempat kedudukan
manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen,
gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi,
pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan,
tenaga ahli, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh
pegawal atau oleh orang lain, orang atau kadan yang
Eedudukannya tidak bebas wvang bertindak atas nama
badan atau perusahaan yang tidak didirikan ataun
tidak bercempatc kedudukan di Indonesia dan
perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak
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PREJIDEM
REPUBLIK INDOMEZLA,

- 4 -

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi
asuransi ataw menanggung risiko di Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak luar negeri adalah
Subyek Pajak wvang tidak bertempat tinggal, tidak
didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang
dapat menerima atau memperolsh penghasilan dari
Indonesia.

Seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal,
atau berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut
keadaan sebhenarnya.

Direktur Jenderal Pajak berwsnang menstapkan sesscrang
atau suatu |badan berada, bercempat tinggal ATAu

ertempat kedudukan.

FPaszal 3

Tidak termasuk Subyek Pajak ssbagaimana dimaksud dalam Pasal
2 adalah :

2. pejabat-
pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan
pejabat—- pejabat lain dari negara asing, dan orang-
orang vang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan
syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia
tidak melakukan pekerjaan lain atau kesgilatan usaha,
Serta negara yang bersangkutan membesrikan perlakuan
timbal balik;

pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
yang ditcentukan oleh Menteri Keuangan;
Perusahaan Jawatan berdasarkan Keputusan Menteri
Eeuangan

BAB III

CBYEE PRJREK
Fa=al 4

Tang menjadi Cbhyek Pajak adalah penghasilan wyaitu
setiap tambahan kemampuan skonomis yang diterima atau
dipercleh Wajik Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, wang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajibk Pajak yang
ersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
cermasuk di dalamnya:
4. gaji, wupah, komisi, bkonus, atau gratcifikasi, wuang
pensiun atau Iimbalan lainnya untuk pekerjaan yang
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dilakukan;

b. honorarium, hadiah undian dan penghargaan;

. laba brutoc usaha;

d. ksuntungan karsna penjualan atau karena pengalihan
harta, termasuk keuntungan vang dipercleh oleh
perserocan, persekutuan, dan badan lainnya karena
pengalihan harca kepada pemegang saham, sskutu,
anggota, sSerta karena likuwidasi;

2. penerimasan kewball pembayaran pajak wvang telah
diperhitungkan sebagai kiaya;

f. bunga;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang,
dibayarkan oleh persercan, pembayaran diwviden dari
perusahaan asuransi kepada pemsgang polis, pembagian
Sisa Hasil Usaha |koperasl kepada pengurus dan
pengembalian Sisza Has=sil Tsaha kopesrasi kepada
anggota;

h. royalti;

h. royalti;

1. sews dari harta;

i. penerimasan atau perolsehan pembayaran berkala;

Pengenaan pajiak atas bunga deposito besrjangka dan

tabungan- tabungan lainnya diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.

Tidak termasulk sebagail Chysk Pajak adalah

a.

i

harta hikahan Tau bantuan vang, cidak ada

hubungannya dengan usaha atau pekerjaan dari pihak

vang bersangkutan;

warisan;

pembayaran dari perusahaan asuransi karsna

kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang

wvang tertanggung, dan pembayaran asuransi bea siswa;
penggantian berksnaan dengan peksrjaan atau Jasa,
vang dinilkmatci dalam bEentuk natura, dengan
ketentuan, bahwa yang memberikan penggantian adalah

Pemerintah atau Wajik Pajak menurut undang-undang

ini dan Wajib Pajak vyang memberikan penggantian

cersebut, sesuail ketentuan dalam Pasal 5% awatc (1)

huruf d, tidak boleh mengurangkan penggantian itu

szkagal biava;

ksuntungan karena pengalihan harta orang prikadi,

harta anggota firma, persercan komanditer atau

kongsi tersebut kepada persercan terbatas di dalam
nageri sebagail pengganti sahamnya, dengan syarat -

1} pihak wvang mengalihkan atau pihak-pihak yang
mengalihkan secara bersama-sama memiliki paling
sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah
modal wyang disetor;

2]} pengalihan cerssbut dibericahukan epada
Direktur Jenderal Pajak;

3] pengenaan pajak dikemudian hari atas keuntungan
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FERATURAN MENTER]I KEUANGAN EEPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG

FEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG

Menimbarng

Mengingat

IMPORE ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
DENGAN RFAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REFUBLIK INDONESIA,

a. babwa untuk memberikan kepastian hulbum, keadilan,

1.

dan kemudahan adminiztrasi dalam pengenaan pajak
penghazilan dari kegiatan usaha bulion dan impor emas
batangan, perlu  dilalmban  penyesuaian  terhadap
ketentuan mengenai pemunguitan pajak penghasilan
Pagal 22 sehubungan dengan pembayaran atas
penyerahan barang dan kegiatan di hidang impor atan
kegiatan usaha di bidang lain;

. balwra  berdasarkan  pertimbangan sehagaimana

dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan
ketentuan Paszal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tabhun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali dinbah terakhir dengan Undang-
Undang MNomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peramiran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 itentang Cipta Kerja Memnjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pemunguran Pajak Penghasilan  Pasal 22
Sehubungan dengan Pembayaran ataz Penyerahan
Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan
Usaha di Bidang Lain;

Paszal 17 ayat |3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoneszia Tahun 1945,

. Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2023 tentang

52
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan ([Lembaran Megara Republik Indonesia
Tabhun 1983 MNomor 50, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Momor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Repuhblik
Indonesia Momor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Eementerian Negara ([Lembaran MNegara Repuhblik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4916) sebagaimana
telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Momor 39
Tabhun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 6994,

5 Undang-Undang MNomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2023
Momor 4, Tambahan Lembaran WNegara Repuhblik
Indonesia Momor 6845);

6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Eementerian Kevangan (Lembaran Negara Repuhblilk
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

7. Peramran Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 3024
tentang Organisasi dan Tata Eera HEementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Momor 1063);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MEMNTERI KEUAMNGAN TENTANG
PEMUMGUTAMN PAJAK  PEMGHASILAN @ PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
BARANG DAN EKEGIATAN DI BIDANG IMPOR  ATAU
EEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

BaE 1
HETENTUAN UUTMUM

Pazal 1

Dralam Peraturan Menteri ini, vang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan adalah Undang-Undang Momor & Tahun 1983
tentang Ketenman Umum dan Tata Cara Perpajakan
sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
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14. Kas Megara adalah tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku hbendahara

umum negara untuk menampung seluuh penerimaan
negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

15. Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank
persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga
persepsi lainnya, atau lembaga persepai lainnya valas yang
ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk
MREErina Seioran penerimasn Negara.

16. Surat Seioran Pajak adalah bukii pembayaran atan
penyetoran  pajak  yang  telah  dilakukan  dengan
mengpunakan formulir atau telah dilabukan dengan cara
lain ke Kas Negara melalui Collecting Agent.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kenangan.

BABII
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUMGAN DEMGAN
FEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN
DI BIDAMNG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Pasal 2
(1] Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaim:

a. Bank Devisa dan Direlktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
1. impor barang, dan
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam,

dan mineral bukan logam wvang dilalukan oleh
ekaportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak
yang terikat dalam peranjian  kerja sama
pengusahaan pertambangan dan kentrak karya.

b. Instansi Pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian harang, vang dilakukan dengan mekanizme
Uang Persediaan atau mekanizsme pembayaran langsung:

c. hadan usaha tertentu meliputi:

1. Badan Usaha Milikk Negara;

2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Megara yang
merupakan hasil dan restmalourisasi yang dilabukan
oleh  pemerintah, dan  restrukiurisasi  tersebut
dilabukan melahsi pengalihan saham milik negara
kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan

3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung
oleh Badan Usaha Milik Megara, meliputi PT Pupuk
Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT
Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, FT
Pupuk [ekandar Muda, PT Telebomunikasi Selular, FT
Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, FT
Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Thi, PT
Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, FT Wijaya
Karya Beton Thk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia
Farma Trading & Distribution, PT Badak Matral Gas
Liguefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal
Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT
Bank Syariah Indonesia Thi,
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berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang
danfatau bahkan-bahan untuk keperluan  kegiatan
uzahatnya;

d. badan usaha yang bergerak dalam hidang usaha industri
semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif,
dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya
kepada distributor di dalam negeri:

e. agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek,
dan importic umum kendaraan bermotor, atas penjualan
kendaraan bermotor di dalam negeri;

. produsen atau importir bahan bakar minvak, bahan
hakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan hbakar
minyalk, bahan bakar gas, dan pelumas;

g- badan usaha industri atau eksportic vang melabukan
pembelian  bahan-bahan bempa hasil kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang
belum melalui proses  industri  manofabour, uniok
keperluan industrinya atau ekspornya;

h.badan usaha yvang melakukan pembelian komoditas
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bulkan
logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin
uzaha pertambangan: dan

i. Lembaga Jaza Keunangan penyelenggara Kegiatan Usaha
Bulion yvang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa
Keuangan, berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian emas batangat.

Dalam hal badan usaha tertentu sebagasimana dimakesud

pada ayat (1) huruf ¢ angka 3 melakukan perubahan nama

badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk
sebagai permungnt pajak sebagaimana diatur dalam Pasal

22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dralam hal badan usaha tertentu sebagasimana dimakeud

pada avat (1) humf ¢ angka 3 tidak lagi dimiliki secara

langsung oleh Badan Usaha Milik MNegara, hadan usaha
tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungot
pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang

Pajak Penghasilan.

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha indusori

baja sebagaimana dimaksnd pada ayat (1] humf d adalah

indusiri baja vang mermpakan industri hulu, termasuk
industri huly vang terintegrasi dengan industri antara dan
invdusatri hilir.

lzin usaha pertambangan sebhagaimana dimaksud pada ayat

(1] huruf b adalah sebagaimana dimmabkesid dalam ketentuan

peraiuran perundang-undangan di bidang pertambangan

mineral dan batubara.

Pasal 3
Besarnya pungutan Pajak Penghazilan Pasal 22 ditetapkan
sebagai berilut:
a unuk pemungutan yang dilakukan oleh Direkrorat
Jenderal Bea dan Cukai atas:
1. impor:
a) barang tertentu sebesar 10% (sepuluh persen) dari
nilai impor dengan atau tanpa menggunakan
anghka pengenal impor;
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b barang tertentu lainnya sebesar 7,5% (ajub koma
lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa
mengrunakan angka pengenal impor;

c] barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terign
gebesar 0,5% [nol koma lima persen) dari nilai
impor dengan mengounakan anghka pengenal
impor;

d] barang berupa emas batangan, sebesar 0,25% (nol
koma dua pulubh lima persen] dari nilai impor
dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal
impeor;

g] barang selain barang sebagaimana dimaksod
dalam humf a), huraf b), humf ), dan homf dj
yvang mengpunakan angka pengenal impor, sebesar
2.5% |dua koma lima persen) dari nilai impor;

f) barang sebagaimana dimaksud dalam hurof ¢ dan
hurmof &) yvang tidak menggunakan angka pengenal
impeor, sebesar 7,5% (fujuh koma lima persen) dari
nilai impor; dan

g) barang vang tidak dikuasai, sebesar 7,5% [(tajub
koma lima persen) dar harga jual lelang:

dan

2. ekspor komoditas tarmbang bamubara, mineral logam,
dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan
pos tarif) harmonized system oleh ebaportir kecuali
yvang dilakukan oleh Wajib Pajak vang terikat dalam
perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan
dan konitrak karya, sebesar 1,5% [samm koma lima
persen) dar nilai ekspor sebagaimana tercanturm
dalam pemberitahuan pabean ekspor;

b. atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 2 ayat (1) hurf b dan pembelian barang dan fatau
hahan-bahan unmk keperluan  kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) humf c,
gebesar 1,5% (zatn koma lima persen) dar harga
pembelian tdak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

c. atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
dan pelumas oleh produsen atan importir bahan bakar
minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai
berikour:

1. bahan bakar minyvak sebesar:

a) 0,25% [nol koma dua puluh lima persen) dar
penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
untuk penjualan kepada stasiin pengisian bahan
bakar umum yvang menjual bahan bakar minyak
vang dibeli dari PT Pertamina (Persern) atau anak
uzaha FT Pertamina (Persero);

b 0.3% [nol koma tiga persen) dar penjualan tidalk
termasuk  Pajak  Pertambahan  Milai  untok
penjualan kepada stasiun pengisisn bahan bakar
umum yvang menjual babhan bakasr minyak yvang
dibeli selain dari PT Pertamina (Persero) atau anak
usaha FT Pertamina (Persero); dan
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c) 0,3% nol koma tiga persen| dam penjualan tidak
termasuk Pajak Pertambahan Milaa untuk
pergualan  kepads pilhalk selain  sebasmmana
dimalesud dﬂlmhluu.fa]{i.ﬂnhlm.:_fh:l

2. bahsn balmr gas sebesar (,3% [nol koma tiga perzen)
dari penjualan tdalc terma_.ulc Psgjalt Pertambahan

Milai; dan

3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tga perszen) dan
perjusalan tdalk termasuls Pajal Pertambahan Mila;

d. atas pernjualan haszil produks: kepada distnbutor di

dalam nesenn cleh badan usaha yang bergerak dalam

bidang usaha mdustry semen, mndusty kertas, mdustn

baja, industn otomotidf, dan industn farmasi:

1. permjualan semua jerms semen sebesar 0,25% (nel
koma dua puluh ma perzen|;

2. penjualan kertac sebesar 0,1% [nol koma satu

3. perjualan baja sebesar 0,3% [nol koma tiga persen|;

4. penualan semua jemis kendaraan bermotor bercda
dua atau lebih, tidak termasulk alat berat, sebesar
0,45% (nol koms empat pulubh lima persen|; dan

3. penualan sepmia jenis obat sebesar 0,3% (nol koma
figa persen|,

dar perjualan tidak termaculc Pajalc Pertambahan MNilai;

. atas permpualan kendsraan bermotor di dalam negen oleh

agen tunpgeal pemegang merek, apen pemepang merel,
dan importir umum kendaraan bermotor, tidalk termasuk
alat berat, sebesar 0,45% |ncl koma empat puluh lima
persen| dar penjualan fdalt  termasulk Pgjak
Peartambahan MNilai;

. atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutansn,

perkebunasn, pertanian, peternalan, dan penlanan yvang
belum melahi proses industrn mamufaltur cleh badan
usaha industrd atau elsportir sebesar 0,25% [nol komsa
dua puluh lima persen] dari hargs pembelian tdak
termasuk Pyjal Pertambahan Nilai;

g atas pembelian batubara, muneral logam, dan mmeral

bukan logam, dan badan atau orang pribad pemepang
izin usaha pertambangan oleh industrl atau badan usaha
sebesar 1,5% (satu loma bma perzen| danm harga
pembelian hdal':. termasuls Pajal Pertambahan Nilai; dan

.atas pembellan emas batangan oleh Lembaga Jasza

Feuangan penyelensrara Kematan Ussha Bubon yang
telah mempercleh izin dan Otorntas Jasa Eeuangan
sebesar 0,25% [nol koma dus puluh ma persen| dan
harpa pembshan tdak termasulk Pgjalk Pertambahsn
Milaa.

Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 merupakan mla herupausmg}’ﬂng merjadl dasar
penghitungan bea masuk yatu cost msurance and freight
ditambah denpan bea masuk dan pungutan lainmnys yang
dikcenalan berdasarkan lketentusn peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.

Milau elespor sebagaimans tercantum dalam pembentahuan
pabean ekspor sehagaimana dimaleeud pada ayat (1) huraf
a angka 2 merupalan mlai free on board yang tercantum
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dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terutang dan dipungut pada
saat penjualan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 awas penjualan bahan bakar
minyak, hahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1} hurf § terutang dan
dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran
harang.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan
sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) humf g dan
pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan
logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf h terutang dan dipungut pada saat pembelian.
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian emas batangan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayar (1) humf i
terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pazal &
Pemunguian Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang
dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
a. importir yang bersanglutan; atau
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
ke Kas Negara melalui Collecting Agent.
Pemunguian Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor
komoditas tambang batbara, mineral logam, dan mineral
bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh
ekaportir vang bersangkutan ke Kas Negara melahai
Collecting Agent.
Permunguian Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh permunguat
pajak sebagaimana dimabsud dalam Pasal 2 ayat (1) humaf
b sampai dengan humif i, wajib disetor oleh permaingnt pajak
ke Kas Megara dengan menggunakan nomor pokok wajib
pajak permungut pajak.
Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3] ke
Kas Megara dilakukan melalni layanan atau  kanal
pembayaran yang disediakan oleh Collecting Agent sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sistem
penerimaan negara secara elebironik.

(5] Terhadap bukii penyetoran pajak sebagaimana dimaksud

(6

(1)

pada ayat (2], Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai
melabukan pemeriksaan formal atas bukn penyetoran
pajak tersebut sebagai dobumen pelengkap pemberitabnan
pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayvanan ebspor.
Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5]
dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai danfatau sistem komputer pelayanan.

Paszal 7

Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan Surai Setoran Pajak atas penyetoran
Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir
komoditas tambang batbara, mineral logam, dan mineral
bukan logam, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1] humf a
berlaku aebagai bukti pemunguian pajak dalam hal telah
mendapatkan validasi pembayaran pajak.




